
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a perlu rnenetapkan Peraturan, Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 
57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019; 

l. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provins! Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

Menimbang 

PERATlfRAN BUPATIJEPARA 
NOMOR 29 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 57 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG- MAHA ESA 
BUPATl JEPARA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 angka 26 Romawi V ditentukan bahwa 
program dan kegiatan yang dibiayai dari DBR-CHT yang 
bersifat eannark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas 
Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, OAK dan/atau 
DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambaban 
Jnfrastruktur untuk Provinsi Papua clan Papua Barat, Dana 
r<eistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang 
bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas 
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 
darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup 
tersedla dan/atau belum clianggarkan dapat clilaksanakan 
mendabului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan 
APBD dengan cara: Menetapkan Peraturan Kepala Daerab 
tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan 
.kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau 
disampaikan dalarn LRA apabila "Pemerintah Daerah tidak 
melakukan perubahanAPBD; Dalam hal program dan kegiatan 
yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas 
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 
darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut 
diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran 
program dan kegiatan dimaksud clilakukan dengan mengubah 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 
selanju:tnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

BlfPATl JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



"' 2. Undang-Undang Nomor L1 Tahun 1995 tentang fcukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republiklndonesia Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); - 

7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20U Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa k.ali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang 
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58~ Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tabun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tabun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 30 
Tabun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Pera:turan 
Pemerintah Nomor 7 Tabun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2015 Nomor 123); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028); 

15. Peratu.ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa 
kaJi diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004 tentang Kedudukan. 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tabun 2012 tentang Perubaban Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor )71, Tambaban Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor ii Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

r 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minima] 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lernbaran Negara RepublikJndonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansl Pemerintah (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah. Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tndonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ribah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 5887); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaa 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 199); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrab sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menter! Dalam 
Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Oalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



32. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedomao Pengelolaao Keuaogan Dana Alokasi Khusus di 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dala.m Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam ,Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentaog 
Pedomao Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 
Daerah; 

33. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun. 2011 tentang 
Pcdoman Pemberian Hlbah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik 
Lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah [Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

35. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 14), 
sebagaimana telah beberapa kali d.iubah terakhlr dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2); • 

37 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten .Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2013 Nomor 11, 
Tambaban LembaranDaerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 
tentaog Pembentukan Peraturan Dacrah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara 'Nomor 13); 



Beberapa ketenruan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Jepara Tahun 
Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupateo Jepara Tahun 2019 Nomor 14) diubah 
sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN SUPATI JEPARA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN JEPARA TAHON ANGGARAN 2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerab (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 11); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Hale Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2017 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor 2, TambahanLembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tabun 2018 Nomor 13); 

44. Peraturan Bupati Jepara Nornor 57 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun Anggaran 2019 (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nornor 58) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah Kabupaten Jcpara Tahun Anggaran 2019 
(Serita Daerah Kabupaten Jcpara Tahun 2019 Nomor 14); 



0 Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

19.001.120.000 Jumlah Pembiayaan Neto 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pcngeluaran 

Rp. 34.001.120.000 
Rp. 15.000.000.000 

Rp. 

b. Belanja Langsung 
I) Belanja Pegawai Rp. 41.408.642.000 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 606.432.637.000 

J) Belanja Modal Re. 285.532.729.000 
Rp. 933.374.008.000 

Jumlah Belanja Rp. 2.384.584.591.000 

Defis it (Rp. 19.001.120.000) 

2.000.000.000 
Rp. l.451.210.583.000 

Rp. 8) Belanja Tidak Terduga 

938.968.847.000 
0 

234.085.000 
58.861.450.000 
41.758.700.000 
13.832.081.000 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 395.555.420.000 

JumlahPendapatan 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
I) Belanja Pegawai Rp. 
2) Belanja Bunga Rp. 
3) Belanja SubsidJ Rp. 
4) Belanja Hibah Rp. 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 

b. Dana Perimbangan Rp. l.420.963.341.000 
c. Lain-Jain Pendapatan yang Sah Rp. 584.726.424.000 

Rp. 2.365.583.471.000 

Rp. 359.893.706.000 a. Pendapatan Asli Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas 
L Pendapatan 

Pasal 1 

1. Ketentuan dalam Pasal l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 



5. pada Urusan 2.18 Kearsipan pada SKPD 2.18.01 Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan terdapat beberapa.kegiatan yang diu~ah, yaitu: 

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor 

4. pada Urusan 2.05 Lingkungaa Hidup pada SKPD 2.05.01 Dinas Lingkungan 

Hidup terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu : 

Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck (Oak Penugasan) 

Pelayanan Kesehatan Puskesmas 

3. pada Urusan l.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.21 Puskesmas Nalumsari 

terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu : 

2. pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.60 SKB Batealit terdapat 

beberapa kegiatan yang diubah, yaitu : 

Pelaksanaan OAK Fisik SKB Tahun 2019 (OAK) 

Pelaksanaan OAK Non Fisik BOP Kesetaraan SKB Jepara (OAK) 

Pendidikan Usia Dini (OAK NON FJS[K) 

Pelaksanaan OAK Reguler Bidang Pendiclikan SD (OAK Reguler) 

Pelaksanaan OAK Reguler Bidang Pendidikan SMP (OAK Reguler) 

Pelaksanaan OAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

1. pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD i.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu : 

Manajemen Pendataan Pendiclikan (Banprov) 

Tahua 2019 antara lain: 

3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran a Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 

2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 

2. Ketenruan dalam Larnpiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 

sebagaimana telah diubah. dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 
2019 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



4. Ketentuan dalam Lampiran llI Peraturan Bupati Jepara Nomor Nomor 57 Tahun 

2018 diubah sebingga menjadi sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Ill yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

7 pada Urusan 4.04 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada SKPD 

4.04.02 Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerab terdapat beberapa 

kegiatan yang diubah, yaitu: 

Pelayanan Telmis Kantor SPKAD 

Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pengelolaan Keuangan 

Daerab 

8. pada Urusan 4.04 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada SKPD 

4.04.05 Sekretariat DPRD terdapat beberapa kegiatan yang diubab, yaitu : 

Menunjang Kegiatan DPRD 

9. pada Urusan 4.04 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintaban pada SKPD 

4.04. I 8 Kecam.atan Jepara terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu : 

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Keluraban Pengkol (DAU 

TAMBAHAN) 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pengkal (DAU TAMBAHAN) 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

6. pada Urusan 4.04 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada SKPD 

4.04-.01 Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerab terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu : 

SPPD (BANPROV) 



• 

SERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 29 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

~ 

.EDY SUJATMIKO 

Diundangkan di .Jepara 
pada tanggal 11 Ju n:i. 201 9 

DIAN 

Plt. BUPATl JEPARA 
WAKIL BUPATI;' 

Ditetapkan diJepara 
pada tanggal 11 Juni 2019 

Agar setiap orang meogetahuinya, memerintahkan Penguodangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya daJam Serita. Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.nggaJ diundangkan. 

PasaJ U 
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